
 

 

BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang :     a.  bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, besaran 

tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai 

dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku 

untuk kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya 

operasional kendaraan dinas jabatan; 

b. bahwa untuk menentukan besaran tunjangan transportasi 

bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen telah dilakukan penaksiran 

harga oleh lembaga penilai publik Kantor Jasa Penilai 

Publik Salam & Rekan Semarang dengan Nomor Laporan 

00287/2.0159-00/PI/11/0367/1/XI/2021 tanggal 30 

November 2021 serta dengan memperhatikan surat 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 000/96, 

tanggal 28 Januari 2022, Perihal : Usulan Perubahan 

Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. 

Kebumen; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan 

lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi 

diatur dalam Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi 

Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen; 

SALINAN 



 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 144); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

170); 

 

 

 



 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. 

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan 

sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai tunjangan kesejahteraan. 

 
 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

 

Pasal 2 
 

Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD dengan tujuan untuk 

kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Transportasi kepada Anggota 

DPRD aktif. 

(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dikenakan pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
BAB III 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

 

Pasal 4 

 

(1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD adalah sebesar 

Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. 

(2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022. 



 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 

48 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Transportasi 
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 22 Juli 2022 

BUPATI KEBUMEN, 

ttd. 

 

      ARIF SUGIYANTO 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 22 Juli 2022 

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 
 

               ttd. 

 

AHMAD UJANG SUGIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 47 
                                                    

                                          Salinan sesuai dengan aslinya 

                                            KEPALA BAGIAN HUKUM 

                           SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN 
 

                                                             ttd.   

 
                                        IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev 
                                                        Pembina 
                                            NIP 198004172006042015 

 


